BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.672, 2013 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. Radiasi
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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI DALAM PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWA TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6
ayat (6), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22 ayat (3),
Pasal 23 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 31 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007
tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan
Sumber Radioaktif;

b. bahwa Ketentuan Keselamatan Kerja Terhadap
Radiasi yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01/Ka-BAPETEN/V-
99 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum
masyarakat, standar internasional yang berlaku dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion sehingga perlu
diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam
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Pemanfaatan Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3676);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4668);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion
dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4730);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4839).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR TENTANG PROTEKSI DAN KESELAMATAN
RADIASI DALAM PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang
dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN
adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui
peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

2. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir
yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan,
produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor,
penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3 2013, No.672

Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan
dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari
sumber radiasi pengion.

Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi
pengaruh radiasi yang merusak akibat Paparan Radiasi.

Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk
melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari
bahaya Radiasi.

Pemegang lzin adalah orang atau badan yang telah menerima izin
Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.

Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemegang
Izin dan oleh BAPETEN dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan
yang berhubungan dengan Proteksi Radiasi.

Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang bekerja di instalasi nuklir
atau instalasi Radiasi Pengion yang diperkirakan menerima Dosis
tahunan melebihi Dosis untuk masyarakat umum.

Penyelenggara Keselamatan Radiasi adalah orang-perorangan,
organisasi, komisi dan/atau komite yang bertugas untuk membantu
Pemegang Izin dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang Proteksi
dan Keselamatan Radiasi.

Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau
memberi bukti pelaksanaan kegiatan dalam Pemanfaatan Tenaga
Nuklir.

Paparan Radiasi adalah penyinaran Radiasi yang diterima oleh
manusia atau materi, baik disengaja atau tidak, yang berasal dari
Radiasi interna maupun eksterna.

Paparan Kerja adalah Paparan Radiasi yang diterima oleh Pekerja
Radiasi.

Paparan Normal adalah Paparan Radiasi yang diperkirakan akan
diterima dalam kondisi pengoperasian normal suatu fasilitas atau
instalasi, termasuk kecelakaan minor yang dapat dikendalikan.

Paparan Potensial adalah Paparan Radiasi yang tidak diharapkan atau
diperkirakan tetapi mempunyai kemungkinan te - ecelakaan
.- fasilitas ... .
Sumber atau karena suatu kejadian atau raiykaiaur kejadian yang
mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan operasi.

Paparan Medik adalah Paparan Radiasi yang diterima oleh pasien
sebagai bagian dari diagnosis atau pengobatan medik, dan orang lain
sebagai sukarelawan yang membantu pasien.
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Nilai Batas Dosis yang selanjutnya disingkat NBD adalah Dosis
terbesar yang diizinkan oleh BAPETEN yang dapat diterima oleh
Pekerja Radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu
tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat
Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Dosis Radiasi yang selanjutnya disebut Dosis adalah jumlah radiasi
yang terdapat dalam medan radiasi atau jumlah energi radiasi yang
diserap atau diterima oleh materi yang dilaluinya.

Pembatas Dosis adalah batas atas Dosis Pekerja Radiasi dan anggota
masyarakat yang tidak boleh melampaui Nilai Batas Dosis yang
digunakan pada optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi untuk
setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Dosis Ekivalen adalah besaran Dosis yang khusus digunakan dalam
Proteksi Radiasi untuk menyatakan besarnya tingkat kerusakan pada
jaringan tubuh akibat terserapnya sejumlah energi radiasi dengan
memperhatikan faktor bobot radiasi yang mempengaruhinya.

Dosis Efektif adalah besaran Dosis yang khusus digunakan dalam
Proteksi Radiasi untuk mencerminkan risiko terkait Dosis, yang
nilainya adalah jumlah perkalian Dosis Ekivalen yang diterima jaringan
dengan faktor bobot jaringan.

Daerah Pengendalian adalah suatu daerah kerja yang memerlukan
tindakan proteksi dan ketentuan keselamatan khusus untuk
mengendalikan Paparan Normal atau mencegah penyebaran
kontaminasi selama kondisi kerja normal dan untuk mencegah atau
membatasi tingkat Paparan Potensial.

Daerah Supervisi adalah daerah kerja di luar Daerah Pengendalian
yang memerlukan peninjauan terhadap Paparan Kerja dan tidak
memerlukan tindakan proteksi atau ketentuan keselamatan khusus.

Kontaminasi adalah keberadaan zat radioaktif berbentuk padatan,
cairan, atau gas yang tidak semestinya pada permukaan bahan, benda,
atau dalam suatu ruangan dan di dalam tubuh manusia, yang dapat
menimbulkan bahaya Paparan Radiasi.

Kondisi Abnormal adalah kondisi yang menyimpang dari kondisi
operasi normal yang tidak diharapkan terjadi tetapi tidak menyebabkan
kerusakan yang berarti terhadap peralatan yang berpengaruh terhadap
Keselamatan Radiasi yang memicu kecelakaan.

Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan Pemanfaatan Tenaga
Nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk
memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan
ketenaganukliran.
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Pasal 2

Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang Proteksi dan
Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang meliputi
penanggung jawab Keselamatan Radiasi, penerapan persyaratan Proteksi
Radiasi, dan program proteksi dan keselamatan radiasi dalam
Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

BAB Il
PENANGGUNG JAWAB KESELAMATAN RADIASI
Pasal 3

(1) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi:

a. Pemegang lIzin; dan

b. personil yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga
Nuklir.

(2) Personil yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. Petugas Proteksi Radiasi;

b. Pekerja Radiasi; dan/atau

c. pihak yang mendapat tanggung jawab khusus dari Pemegang lIzin.
Pasal 4

(1) Pemegang lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
bertanggung jawab atas Proteksi dan Keselamatan Radiasi di fasilitas
atau instalasinya yang meliputi:

a. mewujudkan tujuan Keselamatan Radiasi;

b. menyusun, mengembangkan, melaksanakan, dan
mendokumentasikan program proteksi dan keselamatan radiasi,
yang dibuat berdasarkan sifat dan risiko untuk setiap pelaksanaan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir;

c. membentuk dan menetapkan Penyelenggara Keselamatan Radiasi di
dalam fasilitas atau instalasi sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya;

d. menentukan tindakan dan sumber daya yang diperlukan untuk
mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
memastikan bahwa sumber daya tersebut memadai dan tindakan
yang diambil dapat dilaksanakan dengan benar;

e. meninjau ulang setiap tindakan dan sumber daya secara berkala
dan berkesinambungan untuk memastikan terwujudnya tujuan
Keselamatan Radiasi;
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